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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur Praktikan panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada Praktikan, sehingga 

laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dapat diselesaikan dengan baik 

dan tepat pada waktunya. 

 Laporan PKL ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu 

persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Penulisan 

laporan ini didasarkan pada hasil PKL yang telah Praktikan lakukan di 

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 

sampai dengan 21 September 2018. 

 Selama masa pelaksanaan PKL dan dalam menyusun laporan PKL 

ini tidak terlepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, Praktikan ingin menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Kedua orang tua dan keluarga, atas doa dan dukungan yang 

diberikan, sehinggan Praktikan dapat menyelesaikan laporan PKL ini; 

2. Ibu Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, S.E, M.Si, Ak, CA, selaku 

Koordinator Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Jakarta; 
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3. Ibu Dr. Etty Gurendrawati, S.E, M,Si, selaku dosen pembimbing 

Praktik Kerja Lapangan yang telah bersedia meluangkan waktu dalam 

membimbing Praktikan; 

4. Seluruh pegawai Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 

khususnya Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor serta Biro Keuangan 

yang telah memberikan kesempatan kepada Praktikan untuk 

melaksanakan PKL di instansi tersebut. 

5. Seluruh teman, sahabat, kakak tingkat yang telah memberikan saran 

dan semangat selama pelaksanaan PKL dan penyusunan laporan 

PKL. 

 Praktikan menyadari bahwa dalam proses penulisan laporan ini 

masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 

membangun dari pembaca sangat Praktikan harapkan untuk perbaikan 

dan bahan evaluasi di masa yang akan datang.  

 

 

   Jakarta, Desember 2018 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang PKL 

Di era globalisasi seperti sekarang ini, persaingan dalam dunia kerja 

tentu semakin ketat dan tidak hanya membutuhkan pedidikan yang tinggi 

tetapi juga diperlukan kemampuan yang mumpuni dalam memenuhi kriteria 

tenaga kerja yang dibutuhkan.  

Perguruan Tinggi merupakan lembaga formal yang diharapkan dapat 

menghasilkan tenaga kerja kompeten yang siap menghadapi industri kerja 

yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Keahlian 

kerja, kemampuan beradaptasi, serta pola pikir dinamis sangat diperlukan 

agar dapat menjadi tenaga kerja yang berkompeten. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja pada 

Februari 2018 sebanyak 133,94 juta orang, naik 2,39 juta orang dibandingkan 

dengan tahun 2017. Dalam setahun terakhir, pengangguran berkurang 140 

ribu orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang turun menjadi 

5,13% pada Februari 2018. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tertinggi diantara tingkat pendidikan 

lain, yaitu sebesar 8,92%. Dari 127,07 juta orang yang bekerja, sebesar 7,64% 

masuk kategori setengah menganggur dan 23,83% masuk kategori pekerja 

paruh waktu. 
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Berdasarkan data tersebut, tingkat pendidikan berpengaruh penting 

dalam mencari pekerjaan karena perusahaan atau instansi membutuhkan 

tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang mumpuni. 

Selain itu, jumlah lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah 

angkatan kerja yang tinggi merupakan salah satu penyebab terjadinya 

pengangguran. 

Oleh karena itu, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

mewajibkan mahasiswanya untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 

sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari dengan tujuan agar mendapatkan 

masukan sebagai umpan balik dalam usaha penyempurnaan kurikulum yang 

sesuai dengan tuntutan dunia industri dan masyarakat. Mahasiswa juga dapat 

menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari dan berperan langsung dalam 

dunia kerja yang sesungguhnya, selain itu mahasiswa dapat mempelajari hal-

hal yang tidak didapatkan selama masa perkuliahan. 

Melalui Praktik Kerja Lapangan mahasiswa akan mendapatkan 

gambaran tentang bagaimana dunia kerja yang sesungguhnya. Praktik Kerja 

Lapangan merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 sks yang wajib 

dilaksanakan oleh mahasiswa S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas 

Negeri Jakarta sebagai syarat kelulusan dalam memperoleh gelar sarjana 

ekonomi. 

Pada kesempatan ini, praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 

pada Subdirektorat Sistem Pembiayaan dan Pembayaran, Direktorat Fasilitasi 

Ekspor dan Impor serta pada Subbagian Pengelolaan Perbendaharaan, Biro 
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Keuangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Menjadi hal yang 

menarik bagi praktikan ketika melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di 

instansi pemerintahan karena pengetahuan yang praktikan miliki dalam 

bidang tersebut hanya sebatas teori saja. Dan hal ini merupakan kesempatan 

bagi praktikan untuk berperan langsung dalam praktik kerja yang 

sesungguhnya. 

 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

Adanya mata kuliah Praktik Kerja Lapangan yang diwajibkan bagi 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta tentu memiliki 

maksud dan tujuan yang akan dicapai, antara lain: 

1. Maksud PKL 

a. Sebagai salah satu syarat wajib untuk lulus dari program studi S1 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universirtas Negeri Jakarta; 

b. Sebagai wujud penerapan dari teori yang telah dipelajari selama 

perkuliahan ke dalam dunia kerja yang sebenarnya; 

c. Dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang berpotensi dan siap 

bersaing dalam dunia kerja; 

d. Melatih sikap profesional, tanggung jawab, serta kerja tim dalam diri 

mahasiswa. 

2. Tujuan PKL 

a. Ikut serta berperan langsung dalam kegiatan perusahaan atau instansi 

pemerintahan sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari; 
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b. Membantu mahasiswa mempelajari kondisi dalam dunia kerja yang 

sebenarnya dan dalam mendapatkan data terkait pekerjaan tersebut; 

c. Memberikan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan bekerja 

kepada mahasiswa; 

d. Meningkatkan kerjasama dan membangun hubungan baik antara 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta dengan perusahaan atau instansi pemerintahan terkait. 

 

C. Kegunaan PKL 

Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan tentu memiliki kegunaan-

kegunaan yang akan didapatkan oleh berbagai pihak, antara lain: 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Megaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama di bangku 

perkuliahan ke dalam dunia kerja; 

b. Memberikan pengetahuan dan praktik dalam dunia kerja yang tidak 

didapatkan selama masa perkuliahan; 

c. Belajar mengamati dan memahami tentang situasi serta kondisi 

dunia kerja yang sebenarnya dengan segala persoalan yang terjadi. 

2. Bagi Instansi Pemerintah, BUMN, dan Perusahaan Swasta 

a. Membantu menyelesaikan pekerjaan di suatu perusahaan atau 

instansi terkait sesuai bidang yang dipelajari; 
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b. Membangun hubungan baik antara instansi pemerintah, BUMN, atau 

perusahaan swasta terkait dengan lembaga pendidikan khususnya 

perguruan tinggi; 

c. Menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan bagi pihak-

pihak yang terlibat; 

d. Sebagai sarana untuk mencari generasi baru dalam dunia kerja di 

suatu perusahaan atau instansi. 

3. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Membangun hubungan relasi yang baik antara Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta dengan perusahaan, BUMN, atau instansi 

pemerintahan dimana mahasiswa melaksanakan PKL; 

b. Sebagai sarana dalam melatih dan mempersiapkan mahasiswa agar 

menjadi tenaga kerja yang berpotensi setelah memperoleh gelar 

sarjana; 

c. Menciptakan citra baik mahasiswa Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta di tempat mahasiswa  

melaksanakan PKL. 

 

D. Tempat PKL 

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kementerian 

Perdagangan Republik Indonesia pada Subdirektorat Sistem Pembiayaan Dan 

Pembayaran, Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor serta Subbagian 
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Pengelolaan Perbendaharaan, Biro Keuangan. Berikut informasi singkat 

mengenai Kementerian Perdagangan: 

Nama Instansi : Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 

Satuan Kerja : 1. Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor  

2. Biro Keuangan 

Alamat  : Jalan M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat 10110 

Telepon : 021-3841961, 3858171 

Website : www.kemendag.go.id 

E-Mail  : contact.us@kemendag.go.id 

Praktikan memilih Kementerian Perdagangan sebagai tempat 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan karena merupakan hal yang menarik 

untuk mempelajari dan berperan langsung dalam proses kerja pada instansi 

pemerintahan yang berbeda dengan proses kerja pada perusahaan swasta. 

 

E. Jadwal Waktu PKL 

Praktikan melaksanakan PKL selama 45 hari kerja pada Subdirektorat 

Sistem Pembiayaan dan Pembayaran, Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor 

serta Subbagian Pengelolaan Perbendaharaan, Biro Keuangan. PKL 

dilaksanakan pada waktu liburan perkuliahan semester 6 agar tidak 

mengganggu jalannya masa perkuliahan. Dalam melaksanakan PKL, terdapat 

3 tahap yang harus dijalankan: 

 

 

http://www.kemendag.go.id/
mailto:contact.us@kemendag.go.id
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1. Tahap Persiapan 

Sebelum melaksanakan PKL, praktikan membuat surat pengajuan 

untuk permohonan PKL pada bulan Juli 2018 di Biro Administrasi 

Akademik dan Keuangan (BAAK) yang ditujukan kepada Direktur 

Fasilitasi Ekspor dan Impor, Kementerian Perdagangan Republik 

Indonesia. Selanjutnya praktikan memberikan surat tersebut kepada 

Kepala Bagian Tata Usaha Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor untuk 

diproses lebih lanjut. Seminggu kemudian praktikan mendapatkan kabar 

bahwa praktikan disetujui untuk melaksanakan PKL di instansi tersebut 

mulai tanggal 23 Juli 2018. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Praktikan melaksanakan PKL mulai tanggal 23 Juli – 21 

September 2018, dimana dari tanggal 23 Juli – 3 Agustus 2018 praktikan 

melaksanakan PKL di Subdirektorat Sistem Pembiayaan dan 

Pembayaran, Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor, Kementerian 

Perdagangan Republik Indonesia dan dilanjutkan di Subbagian 

Pengelolaan Perbendaharaan, Biro Keuangan, Kementerian Perdagangan 

Republik Indonesia dari tanggal 6 Agustus – 21 September 2018. Jam 

kerja dimulai dari pukul 08.00 - 16.30 pada hari Senin – Kamis dan pukul 

08.00 - 17.00 pada hari Jumat. Setelah melaksanakan PKL selama 45 hari 

kerja, praktikan mendapatkan surat keterangan selesai PKL dan sertifikat 

dari instansi terkait. 
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3. Tahap Pelaporan 

Praktikan telah mengumpulkan data-data dan informasi yang 

diperlukan untuk menyusun laporan PKL sejak praktikan melaksanakan 

PKL di Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor maupun di Biro Keuangan 

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.  

Laporan PKL ini secara keseluruhan disusun setelah praktikan 

menyelesaikan pelaksanaan PKL. Laporan PKL dibuat sebagai syarat 

untuk lulus dalam mata kuliah Praktik Kerja Lapangan dan sebagai syarat 

kelulusan dari progam studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Jakarta. Laporan PKL ini dibuat sejak bulan 

September 2018 sampai dengan bulan Desember 2018. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

A. Sejarah 

Sebelum bernama Kemeterian Perdagangan, Instansi ini mengalami 

beberapa kali perubahan nama, penggabungan, dan pemisahan. Pada awal 

kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, dalam kabinet pertama yang 

dibentuk oleh Presiden Soekarno, seluruh bidang perekonomian, termasuk 

perdagangan berada dibawah Kementerian Kemakmuran yang dipimpin oleh 

Menteri Ir. Soerachman Tjokroadisoerjo.  

Kemudian, pada tahun 1946, sektor perdagangan berada di bawah 

pengawasan Kementerian Ekonomi. Pada tahun 1950, sektor industri dan 

perdagangan berada di bawah Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. 

Selanjutnya, terjadi pemisahan antara kedua sektor tersebut, dimana sektor 

perdagangan berada di bawah Kementerian Perdagangan. 

Pada tahun 1964, sektor perdagangan dibagi menjadi dua, yaitu 

Perdagangan Luar Negeri dan Perdagangan Dalam Negeri. Pembagian 

kebijakan ini berlangsung sampai tahun 1966. Selanjutnya pada tahun 1978, 

terjadi penggabungan antara sektor perdagangan dengan sektor koperasi 

dibawah Kementerian Perdagangan dan Koperasi yang dipimpin oleh Radius 

Prawiro. Kemudian, kebijakan ini kembali dipisahkan di tahun 1983, dimana 

sektor perdagangan kembali berada dibawah Kementerian Perdagangan. 
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Pada tahun 1993, terjadi penggabungan kembali antara Kementerian 

Perdagangan dengan Kementerian Perindustrian menjadi Departemen 

Perindustrian dan Perdagangan yang dipimpin oleh Ir. Tungki Ariwibowo.  

Selanjutnya pada tahun 2004, terjadi pemisahan kembali dalam 

Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang dilakukan secara struktural 

melalui Keputusan Presiden nomor 187/M tahun 2004 pada tanggal 20 

Oktober 2004. Saat itu Departemen Perdagangan sendiri dipimpin oleh Mari 

Elka Pangestu (2004 – 2011).  

Sejak diterbitkan UU No. 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden No. 

47 Tahun 2009, seluruh Departemen dikembalikan menjadi Kementerian 

seperti pada masa awal kemerdekaan. Sehingga, sejak saat itu istilah 

Departemen kembali diganti menjadi Kementerian hingga saat ini.  

Kementerian Perdagangan sendiri telah banyak mengalami reformasi 

birokrasi sejak awal terbentuknya. Menteri-menteri yang pernah memimpin 

Kementerian Perdagangan adalah Gita Wirjawan (2011 – 2014), Rachmat 

Gobel (2014 – 2015), dan Enggartiasto Lukita (2016 – sekarang). Reformasi 

birokrasi penting untuk dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja 

serta mencapai tujuan dalam Kementerian Perdagangan.  

a. Visi, Misi, dan Tujuan 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang 

perdagangan, Kementerian Perdagangan memiliki visi, misi, dan tujuan 

yang ingin dicapai sesuai dengan visi dan misi negara Indonesia. 
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1) Visi  

Visi Pemerintah yang juga menjadi visi Kementerian 

Perdagangan tahun 2014 – 2019 adalah “Terwujudnya Indonesia 

yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong 

Royong”. 

2) Misi 

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Perdagangan 

periode 2014 – 2019 memiliki 3 (tiga) misi dalam membangun 

sektor perdagangan Indonesia, yaitu: 

a) Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri 

yang berkelanjutan; 

b) Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan 

berkualitas; dan 

c) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor 

perdagangan. 

3) Tujuan 

Dalam membangun sektor perdagangan Indonesia, tujuan 

yang ingin dicapai oleh Kementerian Perdagangan periode 2014 – 

2019, yaitu: 

a) Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan 

jasa; 

b) Peningkatan pengamanan perdagangan; 

c) Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional; 
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d) Pemantapan promosi ekspor dan nation branding; 

e) Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa; 

f) Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri; 

g) Peningkatan penggunaan dan perdagangan Produk Dalam 

Negeri (PDN); 

h) Optimalisasi atau penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan 

pasar lelang; 

i) Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang 

kebutuhan pokok dan barang penting; 

j) Peningkatan perlindungan konsumen; 

k) Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha; 

l) Peningkatan kualitas kinerja organisasi; 

m) Peningkatan dukungan kinerja perdagangan; 

n) Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis 

kajian. 

b. Prestasi yang Pernah Dicapai 

Berikut merupakan beberapa prestasi yang telah dicapai oleh 

Kementerian Perdagangan selama beberapa tahun terakhir: 

1) Meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 

laporan keuangan selama enam tahun berturut-turut (2012 – 2017); 

2) Meraih penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Nasional 

2016 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB); 
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3) Neraca perdagangan surplus selama tahun 2015 – 2017 mencapai 

angka US$ 9,11 M; 

4) Berhasil menstabilkan harga pangan pokok sampai dengan 

September 2017, lebih baik dibanding dengan tahun 2016; 

5) Selama tahun 2015 – 2017 telah berhasil membangun 2.710 pasar 

dari target 5.000 pasar sampai dengan tahun 2019; 

6) Mengalami peningkatan omset sebesar 24,38% di 77 pasar pada 

tahun 2016. 

 

B. Struktur Organisasi 

Adanya struktur organisasi dalam suatu perusahaan atau instansi 

pemerintahan bertujuan untuk memudahkan dalam pembagian kerja dan 

dalam melakukan koordinasi antar bagian. Antar bagian dalam struktur 

organisasi terjadi saling ketergantungan dan memiliki pengaruh satu sama 

lain dalam mencapai tujuan organisasi. 

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia memiliki struktur 

organisasi yang cukup luas. Dalam menjalankan tugasnya, Menteri 

Perdagangan dibantu oleh empat Staf Ahli Menteri, yaitu Staf Ahli Bidang 

Perdagangan Jasa, Staf Ahli Bidang Pengamanan Pasar, Staf Ahli Bidang 

Hubungan Internasional, serta Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan 

Antar Lembaga.  

Menteri Perdagangan membawahi langsung Sekretariat Jenderal, 

Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, 
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Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Direktorat 

Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Jenderal Perundingan 

Perdagangan Internasional, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor 

Nasional, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, serta Badan 

Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan yang memiliki tugas dan 

fungsinya masing-masing. 

Tempat praktikan melaksanakan PKL, yaitu di Direktorat Fasilitasi 

Ekspor dan Impor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Direktorat Jenderal 

Perdagangan Luar Negeri membawahi langsung enam Direktorat, yaitu 

Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan 

Kehutanan, Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Direktorat 

Impor, Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor, serta Direktorat Pengamanan 

Perdagangan. Sedangkan, Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor membawahi 

langsung enam subdirektorat, yaitu Subbagian Tata Usaha, Subdirektorat 

Ketentuan Asal Barang, Subdirektorat Pelayanan Ekspor dan Impor, 

Subdirektorat Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perdagangan, Subdirektorat 

Sistem Pembiayaan dan Pembayaran, serta Subdirektorat Peningkatan Akses 

Pasar. Praktikan ditempatkan di Subdirektorat Sistem Pembiayaan dan 

Pembayaran. 

Praktikan juga berkesempatan melaksanakan PKL di Biro Keuangan 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Jenderal. 

Sekretariat Jenderal membawahi langsung tujuh Biro, yaitu Biro 
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Perencanaan, Biro Organisasi dan Kepegawaian, Biro Keuangan, Biro 

Hukum, Biro Umum, Biro Hubungan Masyarakat, dan Biro Advokasi 

Perdagangan. Sedangkan, Biro Keuangan membawahi langsung empat 

bagian, yaitu Bagian Pelaksanaan Anggaran, Bagian Perbendaharaan, Bagian 

Akuntansi, dan Bagian Barang Milik Negara. Praktikan ditempatkan di 

Bagian Perbendaharaan pada Subbagian Pengelolaan Perbendaharaan. 

Berikut penjelasan tugas dan fungsi masing-masing subdirektorat yang 

ada dalam strukrur organisasi Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor. 

1. Subbagian Tata Usaha  

Subbagian Tata Usaha memiliki tugas melakukan urusan 

kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan, persuratan, 

kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga Direktorat. 

2. Subdirektorat Ketentuan Asal Barang 

Subdirektorat Ketentuan Asal Barang memiliki tugas 

melaksanakan persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan 

teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prosedur 

ketentuan asal barang dan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA). 

Dalam melaksanakan  tugasnya, Subdirektorat Ketentuan Asal Barang 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

prosedur ketentuan asal barang dan dokumen Surat Keterangan Asal; 
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b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang prosedur ketentuan asal barang dan dokumen Surat 

Keterangan Asal; 

c. Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi prosedur ketentuan asal barang dan dokumen Surat 

Keterangan Asal; dan 

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prosedur ketentuan 

asal barang dan dokumen Surat Keterangan Asal. 

3. Subdirektorat Pelayanan Ekspor dan Impor 

Subdirektorat Pelayanan Ekspor dan Impor memiliki tugas 

melaksanakan persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan 

teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelayanan perizinan di 

bidang ekspor dan impor. Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat 

Pelayanan Ekspor dan Impor menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pelayanan perizinan ekspor dan impor; 

b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

pelayanan perizinan ekspor dan impor; 

c. Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi pelayanan perizinan ekspor dan impor; dan 

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan perizinan ekspor dan 

impor. 
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4. Subdirektorat Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perdagangan 

Subdirektorat Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perdagangan 

memiliki tugas melaksanakan persiapan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian 

bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang 

fasilitasi untuk menunjang kelancaran perdagangan luar negeri. Dalam 

melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Fasilitasi Sarana dan Prasarana 

Perdagangan menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

fasilitasi untuk menunjang kelancaran perdagangan luar negeri, 

percepatan perluasan pembangunan ekonomi di bidang konektivitas 

global di kawasan perdagangan serta di bidang transportasi dan 

kepelabuhan; 

b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang fasilitasi untuk menunjang kelancaran perdagangan luar 

negeri, percepatan perluasan pembangunan ekonomi di bidang 

konektivitas global di kawasan perdagangan serta di bidang 

transportasi dan kepelabuhan; 

c. Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi di bidang fasilitasi untuk menunjang kelancaran 

perdagangan luar negeri, percepatan perluasan pembangunan 

ekonomi di bidang konektivitas global di kawasan perdagangan serta 

di bidang transportasi dan kepelabuhan; dan 
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d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi untuk 

menunjang kelancaran perdagangan luar negeri, percepatan perluasan 

pembangunan ekonomi di bidang konektivitas global di kawasan 

perdagangan serta di bidang transportasi dan kepelabuhan. 

5. Subdirektorat Sistem Pembiayaan dan Pembayaran 

Subdirektorat Sistem Pembiayaan dan Pembayaran memiliki 

tugas melaksanakan persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan 

teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sistem 

pembiayaan dan pembayaran dalam fasilitasi ekspor dan impor barang 

dan jasa. Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Sistem 

Pembiayaan dan Pembayaran menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi 

ekspor dan impor barang dan jasa di bidang sistem pembiayaan dan 

pembayaran; 

b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

fasilitasi ekspor dan impor barang dan jasa di bidang sistem 

pembiayaan dan pembayaran; 

c. Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi fasilitasi ekspor dan impor barang dan jasa di bidang 

sistem pembiayaan dan pembayaran; dan 

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi ekspor dan impor 

barang dan jasa di bidang sistem pembiayaan dan pembayaran. 
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6. Subdirektorat Peningkatan Akses Pasar 

Subdirektorat Peningkatan Akses Pasar memiliki tugas 

melaksanakan persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan 

teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan 

akses pasar. Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Peningkatan 

Akses Pasar menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

peningkatan akses pasar dalam memfasilitasi ekspor dan impor 

barang Indonesia; 

b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang peningkatan akses pasar dalam memfasilitasi ekspor dan 

impor barang Indonesia; 

c. Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi di bidang peningkatan akses pasar dalam memfasilitasi 

ekspor dan impor barang Indonesia; dan 

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan akses 

pasar dalam memfasilitasi ekspor dan impor barang Indonesia. 

Berikutnya penjelasan tugas dan fungsi masing-masing bagian yang 

ada dalam strukrur organisasi Biro Keuangan. 

1. Bagian Pelaksanaan Anggaran 

Bagian Pelaksanaan Anggaran memiliki tugas melaksanakan 

persiapan koordinasi, penyusunan, pelaksanaan penelaahan usulan 
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anggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, pemantauan 

realisasi anggaran, pengembangan data dan sistem informasi keuangan, 

pengelolaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan PNBP Kementerian 

Perdagangan, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara, serta 

administrasi penyusunan dan revisi anggaran Sekretariat Jenderal. Dalam 

melaksanakan tugasnya, Bagian Pelaksanaan Anggaran 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan koordinasi penyusunan dan penelaahan, pencairan, revisi 

anggaran serta pengelolaan dan pelaporan BMN dan persediaan, 

penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan penyusunan petunjuk 

pelaksanaan anggaran perwakilan Kementerian Perdagangan di luar 

negeri; 

b. Pelaksanaan penelaahan usulan anggaran, monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan anggaran, forum konsultasi teknis dan penyusunan 

petunjuk pelaksanaan serta pemantauan dan pelaporan realisasi 

anggaran Kementerian Perdagangan; 

c. Pelaksanaan pengembangan data dan sistem informasi keuangan 

Kementerian Perdagangan; 

d. Pelaksanaan administrasi penyusunan dan revisi anggaran unit kerja 

di lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Jenderal; dan 

e. Penyiapan koordinasi pengelolaan, pelaksanaan administrasi dan 

koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, revisi target dan 
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pagu, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan PNBP Kementerian 

Perdagangan. 

2. Bagian Perbendaharaan 

Bagian Perbendaharaan memiliki tugas melaksanakan persiapan 

koordinasi penyusunan dan pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan, 

penatausahaan penyelesaian kerugian negara, serta pelaksanaan urusan 

gaji dan tunjangan kinerja. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian 

Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan koordinasi perbendaharaan Kementerian Perdagangan; 

b. Pelaksanaan dan penyusunan pengangkatan dan pemberhentian 

Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perdagangan dan Pejabat 

Pengelola Keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal; 

c. Pengelolaan perbendaharaan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan 

Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI); 

d. Penyiapan koordinasi penatausahaan serta penyelesaian kerugian 

negara; 

e. Penyiapan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut 

hasil pemeriksaan aparat internal Sekretariat Jenderal; dan 

f. Penyiapan koordinasi pengelolaan urusan gaji dan tunjangan kinerja 

Sekretariat Jenderal. 
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3. Bagian Akuntansi 

Bagian Akuntansi memiliki tugas melaksanakan persiapan 

koordinasi, bimbingan teknis akuntansi, verifikasi dan pelaporan 

keuangan, serta evaluasi laporan keuangan tingkat Kementerian 

Perdagangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Akuntansi 

menyelenggarakn fungsi: 

a. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan teknis sistem 

akuntansi dan pemantauan penyajian laporan keuangan tingkat 

Kementerian Perdagangan; 

b. Pelaksanaan pengolahan data akuntansi dan verifikasi laporan 

keuangan dan penyusunan laporan keuangan Sekretariat Jenderal dan 

Kementerian Perdagangan; dan 

c. Pelaksanaan pengolahan evaluasi dokumen dan fasilitasi audit 

laporan keuangan tingkat Kementerian Perdagangan. 

4. Bagian Barang Milik Negara  

Bagian Barang Milik Negara memiliki tugas melaksanakan 

persiapan koordinasi, penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan 

bimbingan teknis, penatausahaan dan administrasi pengelolaan BMN 

tingkat Kementerian Perdagangan, serta administrasi dan tata usaha Biro 

Keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Barang Milik Negara 

menyelenggarakan fungsi: 
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a. Penyiapan koordinasi, bimbingan teknis dan penyusunan petunjuk 

teknis penatausahaan dan pengelolaan BMN tingkat Kementerian 

Perdagangan; 

b. Pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN tingkat 

Kementerian Perdagangan; 

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem 

Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN (SIMAK-BMN) serta 

Sistem Manajemen Aset Negara (SIMAN) tingkat Kementerian 

Perdagangan; 

d. Pelaksanaan proses pengajuan usulan penetapan status penggunaan, 

pemanfaatan, pemindahtanganan, hibah, dan penghapusan BMN 

tingkat Kementerian Perdagangan; dan 

e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Keuangan. 

 

C. Kegiatan Umum 

Kementerian Perdagangan memiliki tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu Presiden dalam 

menyelenggarakan pemerintahan Negara. Kegiatan umum yang dimiliki oleh 

Kementerian Perdagangan, antara lain: 

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penguatan dan 

pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, 

standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, 

pengawasan barang beredar dan jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan 
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perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang 

bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi impor 

serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa 

di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, 

pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan, dan 

pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi 

gudang dan pasar lelang komoditas; 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan 

perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standarisasi 

perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, pengawasan 

barang beredar dan jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan 

perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang 

bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi impor 

serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa 

di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, 

pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan, dan 

pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi 

gudang dan pasar lelang komoditas; 

3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan 

di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, 

pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian 

mutu barang, tertib ukur, pengawasan barang beredar dan jasa di pasar, 

serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi 



25 
 

 
 

ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, 

pengelolaan, fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, 

peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, 

pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku 

ekspor, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan di bidang 

perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang 

komoditas; 

4. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan; 

5. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan; 

6. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan 

Kementerian Perdagangan; 

7. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung 

jawab Kementerian Perdagangan; 

8. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian 

Perdagangan. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

A. Bidang Kerja 

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Selama masa PKL 

berlangsung, praktikan ditempatkan di Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor 

serta di Biro Keuangan.  

Dalam kesempatan ini, praktikan melaksanakan PKL pada 

Subdirektorat Sistem Pembiayaan dan Pembayaran. Subdirektorat ini 

memiliki tugas dalam melakukan persiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan 

fasilitasi ekspor dan impor barang dan jasa di bidang pembiayaan dan 

pembayaran perdagangan. 

Selanjutnya praktikan juga berkesempatan melanjutkan masa PKL di 

Biro Keuangan. Dalam kesempatan ini, praktikan melaksanakan PKL pada 

Subbagian Pengelolaan Perbendaharaan. Subbagian ini memiliki tugas dalam 

melakukan persiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan 

perbendaharaan Kementerian Perdagangan, bahan koordinasi dan penetapan 

serta pemberhentian Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perdagangan 

dan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Jenderal, serta 
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penatausahaan pertanggungjawaban perbendaharaan Satuan Kerja Sekretariat 

Jenderal. 

Berikut tugas yang diberikan kepada praktikan selama melaksanakan 

PKL di Kementerian Perdagangan: 

1. Membuat kertas kerja Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga (RKAKL) Subdirektorat Sistem Pembiayaan dan 

Pembayaran di Microsoft Excel. 

2. Membuat rekap data pelaku usaha yang ingin memperoleh fasilitas 

pembiayaan. 

3. Membuat kertas kerja laporan keuangan semester I Sekretariat Jenderal 

di Microsoft Excel. 

4. Menginput penggunaan anggaran untuk membuat Surat Perintah 

Membayar (SPM) di aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS). 

5. Membuat rekap data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

Kementerian Perdagangan. 

 

B. Pelaksanaan Kerja 

Selama pelaksanaan PKL di Kementerian Perdagangan, praktikan 

harus memahami aturan-aturan, proses kerja, serta dokumen-dokumen yang 

diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Diperlukan komunikasi 

yang baik antar unit maupun satuan kerja agar pekerjaan dapat dilaksanakan 

dengan baik dan benar. Dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, 

praktikan dituntut untuk memiliki ketelitian serta pemahaman yang cukup. 
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Sejak PKL dimulai, praktikan diberikan arahan awal terkait tata tertib 

yang berlaku di Kementerian Perdagangan. Selama kurang lebih dua bulan, 

praktikan mendapatkan bimbingan yang baik oleh para pegawai yang ada di 

Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor maupun yang ada di Biro Keuangan 

dalam mengerjakan tugas yang diberikan. 

Berikut ini merupakan penjelasan rinci terkait tugas-tugas yang 

diberikan kepada praktikan selama melaksanakan PKL di Kementerian 

Perdagangan: 

1. Membuat kertas kerja Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga (RKAKL) Subdirektorat Sistem Pembiayaan dan 

Pembayaran di Microsoft Excel 

Praktikan diberikan tugas untuk membuat kertas kerja RKAKL 

Subdirektorat Sistem Pembiayaan dan Pembayaran, Direktorat Fasilitasi 

Ekspor dan Impor untuk tahun anggaran 2019 di Microsoft Excel. 

RKAKL merupakan dokumen rencana keuangan tahunan 

Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran 

Kementerian/Lembaga. RKAKL disusun berdasarkan Pagu Anggaran 

yang telah dialokasikan kepada setiap Kementerian/Lembaga. Seluruh 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga selama satu 

tahun anggaran mengacu kepada RKAKL yang telah disahkan. Tujuan 

dibuatnya kertas kerja RKAKL agar memudahkan dalam penyusunan 

RKAKL dari tingkat satuan kerja, tingkat eselon I, hingga menjadi 

RKAKL tingkat Kementerian. 
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Dokumen yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Pagu 

Anggaran dan laporan realisasi kegiatan Subdirektorat Sistem 

Pembiayaan dan Pembayaran. Berikut langkah-langkah yang praktikan 

lakukan dalam kegiatan ini: 

a. Menginput kegiatan, rincian jumlah volume, serta biaya yang 

diperlukan dalam membuat kertas kerja RKAKL di Microsoft Excel 

dengan dibimbing oleh kepala Subdirektorat Sistem Pembiayaan dan 

Pembayaran.  

b. Dalam tabel kertas kerja RKAKL terdapat kolom kode akun, 

program kegiatan, volume, harga satuan, dan jumlah biaya. Kolom 

tersebut diisi dengan program kegiatan, jumlah kebutuhan, serta 

biaya yang diperlukan oleh Subdirektorat Sistem Pembiayaan dan 

Pembayaran untuk anggaran tahun 2019. Jumlah volume dan biaya 

setiap kegiatan dalam kertas kerja harus dirinci dengan jelas. 

c. Selanjutnya, Kertas kerja RKAKL akan diserahkan kepada 

bendahara satker untuk diproses menjadi RKAKL tingkat satker. 

Hasil dari kertas kerja RKAKL 2019 dapat dilihat pada Lampiran 14. 

 

2. Membuat rekap data pelaku usaha yang berminat memperoleh fasilitas 

pembiayaan 

Praktikan diberikan tugas untuk melakukan rekap formulir daftar 

peserta pertemuan teknis akses sistem pembiayaan perdagangan yang 

berminat untuk memperoleh fasilitas pembiayaan di Microsoft Excel. 



30 
 

 
 

Tujuan membuat rekap tersebut agar seluruh data tergabung dalam satu 

dokumen dan untuk memudahkan dalam proses pemilihan usaha yang 

akan mendapatkan fasilitas pembiayaan perdagangan. Dokumen yang 

diperlukan dalam kegiatan ini adalah formulir yang telah diisi oleh para 

pelaku usaha yang berada di Bandung dan Bali (Lampiran 15). Berikut 

langkah-langkah yang praktikan lakukan dalam kegiatan ini:  

a. Praktikan mengurutkan formulir tersebut dari yang mengisi data 

paling lengkap serta omset dalam setahun yang paling besar.  

b. Kemudian, praktikan menginput data tersebut kedalam Microsoft 

Excel sesuai data yang ada didalam formulir. Formulir tersebut berisi 

Data Pribadi; seperti nama, NIK, alamat, nomor telepon, NPWP, dan 

email. Data Usaha; seperti nama perusahaan, tahun berdiri, jabatan, 

bidang usaha, komoditi, alamat usaha, nomor telepon, email, omset 

dalam setahun, jumlah karyawan, NPWP perusahaan, nomor SIUP, 

nomor TDP, dan usaha tersebut berkaitan dengan kegiatan ekspor. 

Data Pembiayaan; seperti jumlah nominal pembiayaan yang 

dibutuhkan dan keperluan pembiayaan usaha tersebut. Tanda tangan 

pemilik usaha. 

c. Rekap data tersebut selanjutnya akan digunakan dalam proses 

pemilihan usaha yang akan mendapatkan fasilitas pembiayaan 

perdagangan oleh Subdirektorat Sistem Pembiayaan dan 

Pembayaran. Contoh salah satu usaha yang mengisi data paling 

lengkap adalah Putu Gede Arsa Adnyana yang memiliki usaha PT 
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Bali Sari yang didirikan sejak tahun 2010 dengan bidang usaha yaitu 

kosmetik/spa. Jumlah karyawan yang dimiliki sebanyak 50 orang 

dengan omset per tahun sebesar Rp 2,5 – 50 Miliar dan usaha 

tersebut berorientasi ekspor. Pembiayaan yang dibutuhkan sebesar 

Rp 1 Miliar untuk keperluan modal kerja dan promosi usaha. Hasil 

dari rekap data tersebut dapat dilihat pada Lampiran 16. 

 

3. Membuat kertas kerja laporan keuangan semester I Sekretariat Jenderal 

di Microsoft Excel 

Kertas kerja laporan keuangan berfungsi sebagai alat bantu untuk 

memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Dalam hal ini 

praktikan diberikan tugas untuk membuat kertas kerja laporan keuangan 

semester I Sekretariat Jenderal di Microsoft Excel. Sekretariat Jenderal 

memiliki 36 satuan kerja. Dokumen yang diperlukan dalam kegiatan ini 

adalah laporan keuangan masing-masing 36 satuan kerja Sekretariat 

Jenderal. Tujuan dibuatnya kertas kerja ini adalah untuk memudahkan 

dalam penyusunan laporan keuangan Sekretariat Jenderal. 

Dalam kegiatan ini, praktikan diberikan data laporan keuangan 36 

satuan kerja Sekretariat Jenderal. Selanjutnya, praktikan menginput data 

laporan keuangan tersebut kedalam kolom kertas kerja laporan keuangan 

di Microsoft Excel. Kertas kerja dibuat berdasarkan jenis laporan 

keuangannya yang terdiri dari kertas kerja Laporan Operasional 

(Lampiran 17), kertas kerja Laporan Perubahan Ekuitas (Lampiran 18), 
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kertas kerja Neraca (Lampiran 19), dan kertas kerja Laporan Realisasi 

Anggaran (Lampiran 20). Kertas kerja laporan keuangan selanjutnya 

diberikan kepada bagian Akuntansi sebagai alat bantu dalam penyusunan 

laporan keuangan Sekretariat Jenderal. 

Laporan keuangan kementerian/lembaga terdiri dari: 

a. Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan 

ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang 

dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara 

anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang 

menyajikan saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran 

lebih, SILPA/SIKPA tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan 

tahun sebelumnya, dan saldo anggaran lebih akhir untuk periode 

berjalan.  

c. Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan 

suatu entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dalam satu 

periode pelaporan. 

d. Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan berbagai 

unsur pendapatan, beban, surplus atau defisit, dan pos luar biasa 

yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. 

e. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan 

informasi kenaikan atau penurunan ekuitas dalam satu periode 

dibandingkan dengan periode sebelumnya. 
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f. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang memberikan informasi 

mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama 

satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 

pelaporan. 

g. Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau 

rincian dari angka yang terdapat dalam laporan keuangan, serta 

berisi pengungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan laporan 

keuangan secara wajar. 

 

4. Menginput penggunaan anggaran untuk membuat Surat Perintah 

Membayar (SPM) di aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS) 

Praktikan diberikan tugas menginput penggunaan anggaran di 

aplikasi SAS dengan tujuan untuk membuat SPM atas penggunaan 

anggaran yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal. Dalam membuat 

SPM, terlebih dahulu harus membuat Surat Permintaan Pembayaran 

(SPP) sebagai dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada 

negara. Sedangkan, SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat 

Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk mencairkan dana 

yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).  DIPA 

sendiri merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan 

sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan 

pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. 
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Praktikan melakukan proses penginputan data berdasarkan 

penggunaan anggaran yang telah dikeluarkan pada aplikasi SAS sesuai 

dengan dokumen atau bukti yang ada. Jangka waktu penyelesaian proses 

tersebut adalah selama lima hari kerja. Dokumen yang dibutuhkan dalam 

kegiatan ini adalah Kuitansi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja 

(SPTB), dan Formulir Surat Permintaan Pembayaran (SPP). 

Berikut proses penginputan yang praktikan lakukan dalam 

membuat SPM: 

a. Masuk ke aplikasi SAS, pilih modul PPK untuk melakukan 

perekaman SPP. Kemudian Login dengan menggunakan user dan 

password, pilih menu SPP lalu klik tombol Rekam untuk memulai 

penginputan. 

b. Seperti yang terlihat pada tampilan dalam Lampiran 21a, praktikan 

melakukan penginputan yang diisi sesuai dengan data yang 

diperlukan.  

c. Pilih (07) untuk jenis SPM Langsung. Pembayaran Langsung (LS) 

merupakan pembayaran yang dilakukan secara langsung kepada 

Bendahara Pengeluaran atau penerima hak lainnya atas dasar 

perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja 

lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung 

(SPM-LS). 

d. Pada kolom tanggal diisi dengan tanggal penginputan. Sedangkan, 

nomor SPP akan muncul otomatis dengan memasukkan kode satker 
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dan tahun sekarang. Lalu pilih tombol Non Kontraktual untuk 

penggunaan anggaran dibawah Rp50.000.000. Pilih kantor KPPN 

wilayah Jakarta VI sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara untuk 

melakukan pembayaran. Pastikan tahun anggaran diisi dengan tahun 

2018. Kemudian pilih cara bayar (2) Giro Bank. Masukkan dasar 

pengeluaran yaitu PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

APBN. Kemudian pilih jenis dokumen (01) DIPA Tahun 2018. Pada 

kolom kegiatan masukkan kode susuai dengan SPTB. Pilih jenis 

belanja (52) Belanja Barang. Masukkan kode satker, lalu pilih jenis 

pembayaran (1) Pengeluaran Anggaran (Belanja Barang), pilih sifat 

pembayaran (4) Pembayaran Langsung (LS), dan pilih sumber dana 

(01) Rupiah Murni (RM). Masukkan jumlah pengeluaran dan jumlah 

potongan jika ada sesuai kuitansi atau SPTB. Jumlah tersebut 

otomatis akan muncul pada kolom jumlah pembayaran. Selanjutnya 

klik tombol Supplier untuk melihat perekaman data Bendaharawan 

(Lampiran 21b). Klik tombol akun untuk melihat rekam rincian akun 

pengeluaran dan penerimaan (Lampiran 21c). Setelah dipastikan 

jumlah sudah benar maka klik tombol kembali lalu klik simpan. 

e. Proses berikutnya adalah melakukan pencetakan SPP. Pilih menu 

SPP lalu klik Cetak SPP, maka akan terlihat Daftar SPP yang akan 

dicetak. Klik tombol Proses lalu akan muncul cetakan SPP 

(Lampiran 21d). SPP yang telah dicetak selanjutnya ditandatangani 
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oleh PPK lalu diberikan kepada PPSPM untuk diuji dan 

ditandatangani. 

f. Setelah SPP ditandatangani, selanjutnya praktikan masuk ke modul 

PPSPM untuk membuat SPM. Setelah masuk dengan user dan 

password lalu pilih menu SPM dan klik Catat, Batal, dan Hapus 

SPM. Kemudian pilih tanggal SPP yang telah dibuat dan dicetak. 

Klik SPP yang akan dicatat lalu klik tombol Pilih di kanan bawah. 

Maka akan muncul tampilan SPM yang datanya telah terisi secara 

otomatis sesuai SPP yang telah dibuat (Lampiran 22a). Isi tanggal 

pembuatan SPM, kemudian klik tombol simpan. 

g. Proses berikutnya adalah melakukan pencetakan SPM. Pilih menu 

SPM lalu klik Cetak SPM maka akan terlihat daftar SPM yang akan 

dicetak. Klik tombol Proses maka akan muncul cetakan SPM 

(Lampiran 22b). Selanjutnya SPM akan dikirim ke Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) dan KPPN akan menerbitkan Surat 

Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai bukti pelaksanaan 

pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 

 

5. Membuat rekap data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

Kementerian Perdagangan 

PNBP adalah seluruh penerimaaan pemerintah pusat yang bukan 

berasal dari penerimaan pajak. PNBP pada Kementerian Perdagangan 

merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan 
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dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam 

rangka mengoptimalkan PNBP guna menunjang pembangunan nasional. 

Seluruh PNBP yang diterima oleh Kementerian Perdagangan wajib 

disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Jenis PNBP yang berlaku 

pada Kementerian Perdagangan meliputi penerimaan dari Jasa 

pendidikan dan pelatihan; Jasa sertifikasi; Jasa pelatihan kompetensi 

personil; Jasa inspeksi teknis; Jasa konsultasi mutu dan pengujian mutu; 

Jasa pengujian dan pengambilan contoh jasa pengujian dalam rangka 

persyaratan izin tanda pabrik dan izin tipe alat ukur, takar, timbang dan 

perlengkapannya; Jasa penerbitan surat keterangan asal; Jasa dibidang 

perdagangan berjangka komoditi;  Jasa kalibrasi dan verifikasi; Jasa tera 

dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang 

memerlukan penanganan khusus; Jasa salinan resmi atau petikan resmi 

daftar perusahaan; Jasa data laporan keuangan tahunan perusahaan; 

Denda administratif atas pelanggaran tidak mendaftar prospektus 

penawaran waralaba dan perjanjian waralaba; Denda administratif atas 

pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi; Jasa pelatihan di 

bidang ekspor impor atau jasa konsultasi mutu dan pengujian mutu yang 

dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama dengan organisasi nasional 

maupun internasional; serta Jasa pelayanan pada kantor dagang dan 

ekonomi Indonesia di luar negeri. 
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Dalam hal ini praktikan diberikan tugas untuk membuat rekap 

target dan realisasi penerimaan PNBP sampai dengan triwulan kedua 

tahun 2018 yang diterima oleh masing-masing unit satuan kerja 

Kementerian Perdagangan di Microsoft Excel. Dokumen yang diperlukan 

dalam kegiatan ini adalah data PNBP Kementerian Perdagangan yang 

terdapat dalam Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI). Dalam 

kegiatan ini, pembimbing melakukan Login kedalam aplikasi SIMPONI. 

Kemudian praktikan menginput data target dan realisasi penerimaan 

PNBP di Microsoft Excel. Lalu praktikan menghitung persentase realisasi 

PNBP yang telah diterima dengan cara membagi realisasi penerimaan 

dengan target PNBP. Rekap PNBP tersebut bertujuan untuk 

mengkalkulasi total seluruh target PNBP tahun 2018 dan mengetahui 

seberapa besar persentase realisasi PNBP yang telah diterima oleh 

Kementerian Perdagangan sampai dengan triwulan kedua tahun 2018 

(Lampiran 23). 

 

C. Kendala Yang Dihadapi 

Selama pelaksanaan PKL tentu tidak terlepas dari kendala yang 

dihadapi. Berikut beberapa kendala yang praktikan hadapi dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan, yaitu: 

1. Banyak istilah-istilah yang belum praktikan ketahui terkait tugas yang 

diberikan, sehingga praktikan mengalami kesulitan untuk memahami 

istilah-istilah tersebut. 
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2. Kurangnya pemahaman terkait aplikasi yang digunakan, sehingga 

membuat praktikan merasa kesulitan. 

3. Terkadang terdapat instruksi dan penjelasan yang kurang dapat dipahami 

oleh praktikan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. 

4. Terkadang sistem mengalami gangguan sehingga praktikan mengalami 

hambatan dalam proses pengerjaannya. 

 

D. Cara Mengatasi Kendala 

Dari beberapa kendala yang dihadapi tersebut, praktikan berusaha 

mengatasinya dengan cara sebagai berikut: 

1. Membaca peraturan dan pedoman yang didalamnya terdapat penjelasan 

lengkap tentang istilah-istilah tersebut agar praktikan dapat memahaminya. 

2. Praktikan membaca panduan penggunaan aplikasi tersebut serta bertanya 

kepada pegawai untuk meminta diajari secara langsung penggunaan 

aplikasi tersebut. 

3. Praktikan akan bertanya kembali mengenai hal yang kurang dipahami 

kepada pegawai yang memberikan tugas agar dijelaskan dengan lebih rinci 

dan mudah dipahami. 

4. Menunggu proses perbaikan sampai sistem kembali dapat digunakan 

dengan normal. 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Selama melaksanakan PKL di Subdirektorat Pembiayaan dan 

Pembayaran, Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor serta di Subbagian 

Pengelolaan Perbendaharaan, Biro Keuangan Kementerian Perdagangan 

Republik Indonesia, praktikan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktikan dapat memahami dokumen apa saja yang diperlukan dalam 

mebuat kertas kerja RKAKL, format dan cara membuat kertas kerja 

RKAKL, serta tujuan dibuatnya kertas kerja RKAKL. Selain itu, praktikan 

juga dapat mengetahui penjelasan, proses penyusunan, dan fungsi dari 

RKAKL. 

2. Praktikan dapat mengetahui tujuan diadakannya pertemuan teknis akses 

sistem pembiayaan perdagangan yang berminat untuk memperoleh 

fasilitas pembiayaan perdagangan, serta memahami proses perekapan dan 

pemilihan usaha. 

3. Praktikan dapat memahami dokumen yang diperlukan, tujuan, format, dan 

cara membuat kertas kerja laporan keuangan pemerintahan. Selain itu, 

praktikan juga dapat mengetahui proses singkat penyusunan laporan 

keuangan pemetintahan serta jenis-jenis laporan keuangannya. 

4. Praktikan dapat memahami dokumen yang diperlukan, proses menginput, 

tujuan, serta alur pencairan dana dalam penggunaan anggaran kementerian 
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dengan menggunakan aplikasi SAS melalui penerbitan Surat Perintah 

Membayar (SPM). 

5. Praktikan dapat mengetahui jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) yang diterima oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 

Selain itu, praktikan juga dapat memahami proses merekap dan 

menghitung target serta realisasi penerimaan PNBP tahun 2018. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pengalaman praktikan selama melaksanakan proses PKL, 

tentu masih terdapat banyak kekurangan. Agar pelaksanaan PKL dapat lebih 

baik lagi kedepannya, praktikan akan memberikan beberapa saran bagi pihak 

terkait, yaitu: 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Sudah mencari perusahaan atau instansi sebagai tempat melaksanakan 

PKL sejak jauh hari. 

b. Perlunya mempersiapkan diri sebelum melaksanakan PKL terutama 

dalam memahami ilmu akuntansi dasar. 

c. Harus memiliki sikap bertanggung jawab, teliti, serta mampu 

beradaptasi dalam lingkungan kerja yang ditempati. 

2. Bagi Program Studi S1 Akuntansi 

a. Memberikan pengarahan yang lebih baik sebelum pelaksanaan PKL 

kepada mahasiswa agar informasi yang diterima sama rata secara 

keseluruhan. 
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b. Menjalin kerjasama dengan perusahaan atau instansi agar mahasiswa 

mudah mendapatkan tempat untuk melaksanakan PKL. 

c. Periode waktu PKL seharusnya ditetapkan secara pasti agar mahasiwa 

tidak bingung dalam menentukan tanggal dalam membuat surat 

pengajuan PKL. 

d. Dosen pembimbing seharusnya ditentukan sebelum pelaksanaan PKL 

agar mahasiswa dapat melakukan konsultasi terlebih dahulu. 

3. Bagi Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor serta Biro Keuangan 

a. Menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antar unit 

maupun satuan kerja agar tidak terjadi kesalahan dalam mengerjakan 

tugas. 

b. Mengadakan pelatihan secara berkala terkait aplikasi yang digunakan. 

c. Pengarsipan dokumen yang harus dilakukan lebih tertib dan rapi agar 

dokumen tidak hilang. 
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Lampiran 1 : Surat Permohonan Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 2 : Sertifikat PKL 
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Lampiran 3 : Surat Keterangan Selesai PKL 
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Lampiran 4 : Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 5 : Penilaian PKL 
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Lampiran 6 : Log Harian PKL 

 

LAPORAN KEGIATAN HARIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

DI SUBDIREKTORAT SISTEM PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN 

SERTA DI SUBBAGIAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN 

KEMENTERIAN PERDAGANGAN 

 

No Hari, tanggal Kegiatan P 

embimbing 

1 Senin, 23 Juli 2018 1. Pengarahan dan pembekalan 

PKL 

2. Pengenalan secara umum terkait 

tugas Direktorat Fasilitasi 

Ekspor dan Impor 

3. Penempatan pada subdirektorat 

pembiayaan dan pembayaran 

Bapak Arif 

2 Selasa, 24 Juli 2018 1. Pengarahan oleh kepala 

subdirektorat pembiayaan dan 

pembayaran 

2. Pengenalan tugas umum 

subdirektorat pembiayaan dan 

pembayaran 

Ibu Ernawati 

3 Rabu, 25 Juli 2018 Mengetik perubahan yang terjadi 

pada isi Peraturan Menteri 

Perdagangan No. 82 Tahun 2017 ke 

No. 48 Tahun 2018 tentang 

“Ketentuan Penggunaan Angkutan 

Laut dan Asuransi Nasional untuk  

Ekspor dan Impor Barang Tertentu” 

Ibu Ernawati 

4 Kamis, 26 Juli 

2018 

Mengikuti kegiatan rapat terkait 

pembahasan perubahan atas 

Peraturan Menteri Perdagangan No. 

82 Tahun 2017 ke No. 48 Tahun 

2018 

Ibu Ernawati 
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5 Jumat, 27 Juli 2018 Membuat rekap data para pelaku 

usaha di Bali yang berminat untuk 

memperoleh fasilitas pembiayaan 

kedalam microsoft excel 

Ibu Martha  

6 Senin, 30 Juli 2018 Membuat rekap data para pelaku 

usaha di Bali dan Bandung yang 

berminat untuk memperoleh fasilitas 

pembiayaan kedalam microsoft 

excel 

 

Ibu Martha  

7 Selasa, 31 Juli 2018 Membuat rekap data para pelaku 

usaha di Bandung yang berminat 

untuk memperoleh fasilitas 

pembiayaan kedalam microsoft 

excel 

Ibu Martha  

8 Rabu, 1 Agustus 

2018 

Membuat kertas kerja RKA-KL 

subdirektorat pembiayaan dan 

pembayaran di microsoft excel 

Ibu Ernawati 

9 Kamis, 2 Agustus 

2018 

Membuat kertas kerja RKA-KL 

subdirektorat pembiayaan dan 

pembayaran di microsoft excel 

Ibu Ernawati 

10  Jumat, 3 Agustus 

2018 

1. Membuat kertas kerja RKA-KL 

subdirektorat pembiayaan dan 

pembayaran di microsoft excel 

2. Membuat nota dinas terkait 

pelelangan sistem elektronic 

trade financing  

Ibu Ernawati 

11 Senin, 6 Agustus 

2018 

1. Pengarahan PKL oleh kepala 

bagian tata usaha Biro Keuangan 

2. Pengenalan secara umum terkait 

tugas Biro Keuangan 

3. Penempatan di bagian 

Perbendaharaan 

Bapak Udin 

12 Selasa, 7 Agustus 

2018 

1. Pengarahan oleh kepala bagian 

Perbendaharaan 

2. Pengenalan secara umum terkait 

tugas Perbendaharaan 

Ibu Dwi 
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3. Penempatan di subbagian 

pengelolaan perbendaharaan 

13 Rabu, 8 Agustus 

2018 

Membuat kertas kerja laporan 

keuangan semester I Sekretariat 

Jenderal di Microsoft Excel 

Bapak Dani 

14  Kamis, 9 Agustus 

2018 

Membuat kertas kerja laporan 

keuangan semester I Sekretariat 

Jenderal di Microsoft Excel 

Bapak Dani 

15 Jumat, 10 Agustus 

2018 

Membuat kertas kerja laporan 

keuangan semester I Sekretariat 

Jenderal di Microsoft Excel 

Bapak Dani 

16 Senin, 13 Agustus 

2018 

Membuat kertas kerja laporan 

keuangan semester I Sekretariat 

Jenderal di Microsoft Excel 

Bapak Dani 

17 Selasa, 14 Agustus 

2018 

Menginput penggunaan anggaran 

untuk membuat SPM  

Bapak Nano 

18 Rabu, 15 Agustus 

2018 

Menginput penggunaan anggaran 

untuk membuat SPM 

Bapak Nano 

19 Kamis, 16 Agustus 

2018 

Menginput penggunaan anggaran 

untuk membuat SPM 

Bapak Nano 

20 Jumat, 17 Agustus 

2018 

Dirgahayu Republik Indonesia  

21 Senin, 20 Agustus 

2018 

Membuat power point presentasi 

terkait tugas dan fungsi struktur 

organisasi Biro Keuangan 

Ibu Reni 

22 

 

Selasa, 21 Agustus 

2018 

Membuat power point presentasi 

terkait tugas dan fungsi struktur 

organisasi Biro Keuangan 

Ibu Reni 

23 Rabu, 22 Agustus 

2018 

Idul Adha  

24 Kamis, 23 Agustus 

2018 

Membuat rekap data 5 tahunan 

Laporan Realisasi Anggaran dan 

Neraca Kementerian Perdagangan 

tahun 2013 – 2017 di microsoft 

excel 

Bapak Angga 
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25 Jumat, 24 Agustus 

2018 

Membuat rekap data 5 tahunan 

Laporan Realisasi Anggaran dan 

Neraca Kementerian Perdagangan 

tahun 2013 – 2017 di microsoft 

excel 

Bapak Angga 

26 Senin, 27 Agustus 

2018 

Menginput penggunaan anggaran 

untuk membuat SPP dan SPM 

Bapak Nano 

27 Selasa, 28 Agustus 

2018 

Izin ke kampus  

28 Rabu, 29 Agustus 

2018 

Menginput penggunaan anggaran 

untuk membuat SPP dan SPM 

Bapak Nano 

29 Kamis, 30 Agustus 

2018 

Menginput penggunaan anggaran 

untuk membuat SPP dan SPM 

Bapak Nano 

30 Jumat, 31 Agustus 

2018 

Membuat rekap data 5 tahunan 

Laporan Realisasi Anggaran dan 

Neraca Kementerian Perdagangan 

tahun 2013 – 2017 di microsoft 

excel 

Bapak Angga 

31 Senin, 3 September 

2018 

Membuat rekap realisasi 

Penerimaan Negara Bukan Pajak 

yang diterima oleh Kementerian 

Perdagangan tahun 2018 

Ibu Endang 

32 Selasa,  

4 September 2018 

Membuat rekap realisasi 

Penerimaan Negara Bukan Pajak 

yang diterima oleh Kementerian 

Perdagangan tahun 2018 

Ibu Endang 

33 Rabu, 5 September 

2018 

Membuat daftar Barang Milik 

Negara yang akan dihapuskan di 

atase perdagangan Brussel 

Ibu Wida 

34 Kamis,  

6 September 2018 

Membuat daftar Barang Milik 

Negara yang akan dihapuskan di 

atase perdagangan Den Haag 

Ibu Wida 

35 Jumat, 7 September 

2018 

Mengikuti acara pelepasan pegawai 

Biro Keuangan yang telah habis 

masa kerjanya atau akan pensiun 
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36 Senin,  

10 September 2018 

Mengetik usulan perubahan izin 

penggunaan PNBP pada 

Kementerian Perdagangan 

Ibu Endang 

37 Selasa,  

11 September 2018 

Tahun Baru Islam  

38 Rabu,  

12 September 2018 

1. Mengarsipkan SPM dan SP2D 

selama bulan Juli – Agustus 

2. Memperbaharui biodata seluruh 

pegawai Biro Keuangan 

Bapak Nano 

dan Ibu Reni 

39 Kamis,  

13 September 2018 

1. Mengarsipkan SPM dan SP2d 

selama bulan Juli – Agustus 

2. Memperbaharui biodata seluruh 

pegawai Biro Keuangan 

Bapak Nano 

dan Ibu Reni 

40 Jumat,  

14 September 2018 

1. Mengarsipkan SPM dan SP2d 

selama bulan Juli – Agustus  

2. Memperbaharui biodata seluruh 

pegawai Biro Keuangan  

Bapak Nano 

dan Ibu Reni 

41 Senin,  

17 September 2018 

Membuat power point presentasi 

terkait penatausahaan BMN 

Ibu Farida 

42 Selasa,  

18 September 2018 

Membuat power point presentasi 

terkait penatausahaan BMN 

Ibu Farida 

43 Rabu,  

19 September 2018 

Izin ke kampus  

44 Kamis,  

20 September 2018 

Mengarsipkan surat masuk dan surat 

keluar Biro Keuangan 

Bapak Adit 

45 Jumat,  

21 September 2018 

Mengarsipkan surat masuk dan surat 

keluar Biro Keuangan 

Bapak Adit 
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Lampiran 7 : Kartu Konsultasi Bimbingan PKL 
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Lampiran 8 : Logo Kementerian Perdagangan 

 

 

Sumber : www.kemendag.go.id  
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Lampiran 9 : Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan 

 

Sumber: Data Olahan Praktikan (2018) 
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Lampiran 10 : Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri 

 

Sumber: Data Olahan Praktikan (2018) 
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Lampiran 11 : Struktur Organisasi Direktorat Fasilitasi Ekspor Dan Impor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan Praktikan (2018) 
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Lampiran 12 : Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal 

 

Sumber: Data Olahan Praktikan (2018) 
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Lampiran 13 : Struktur Organisasi Biro Keuangan 

 

Sumber: Data Olahan Praktikan (2018) 
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Lampiran 14 : Kertas Kerja RKAKL 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan Praktikan (2018) 
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Lampiran 15 : Formulir Data Peserta 

 

Sumber: Dokumentasi Praktikan (2018) 

 



66 
 

 
 

Lampiran 16 : Rekap Data Peserta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan Praktikan (2018) 
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Lampiran 17 : Kertas Kerja Laporan Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan Praktikan (2018) 
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Lampiran 18 : Kertas Kerja Laporan Perubahan Ekuitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan Praktikan (2018) 
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Lampiran 19 : Kertas Kerja Neraca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan Praktikan (2018) 
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Lampiran 20 : Kertas Kerja Laporan Realisasi Anggaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan Praktikan (2018) 
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Lampiran 21 : Proses Modul PPK di Aplikasi SAS 

a. Penginputan Data SPP 

 

 

 

 

 

 

 

b. Perekaman Bendaharawan 
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c. Perekaman Akun Pengeluaran dan Penerimaan 

 

 

 

 

 

 

 

d. Hasil Cetak SPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 
 

Lampiran 22 : Proses Modul PPSPM di Aplikasi SAS 

a. Tampilan Perekaman SPM 

 

 

 

 

 

 

 

b. Hasil Cetak SPM 
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Lampiran 23 : Rekap PNBP Kementerian Perdagangan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


